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ABSTRAK 

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang terjadi di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Rungkut Surabaya terkait pendaftaran kehendak nikah yang 

dilakukan di Kantor Urusan Agama tersebut. Dari sini muncullah rumusan 

masalah sebagaimana berikut : 1) Bagaimana pertimbangan Kepala KUA 

Kecamatan Rungkut tentang pendaftaran kehendak perkawinan di luar wilayah 

tempat terjadinya peristiwa akad dilaksanakan? 2) Bagaimana analisis yuridis 

terhadap pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Rungkut tentang pendaftaran 

kehendak perkawinan di luar wilayah tempat terjadinya peristiwa akad 

dilaksanakan? 

Data penelitian dihimpun melalui wawancara, selanjutnya dianalisis 

dengan teknik deskriptif, dengan pola pikir deduktif. Kemudian data dianalisis 

secara yuridis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini terkait 

pendaftaran kehendak perkawinan diluar akad dilaksanakan. 

Di dalam skripsi ini memuat dua hasil penelitian. Pertama, KUA 

Kecamatan Rungkut tetap menerima pendaftaran kehendak perkawinan yang 

pelaksanaan akad nya di luar wilayah. KUA Kecamatan Rungkut melakukan 

praktik tersebut dengan beberapa pertimbangan, yaitu Petugas Pencatat Nikah 

mampu hadir ditempat akad akan dilaksanakan, menambah statistika data 

pernikahan yang akan menaikkan tipologi dari KUA Kecamatan, adanya 

pemakluman dari kementerian agama sekaligus tidak adanya sanksi bagi KUA 

Kecamatan yang menyalahi aturan tersebut, dan juga pemburuan jasa profesi bagi 

Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas. Dari pertimbangan tersebut narasumber 

meyakini bahwa penerimaan pendaftaran kehendak pernikahan yang pelaksanaan 

akadnya dilakukan di luar wilayah KUA Kecamatan Rungkut untuk 

mempermudah masyarakat dalam melaksanakan pendaftaran kehendak 

perkawinan. Kedua, dalam praktik penerimaan pendaftaran kehendak perkawinan 

di luar wilayah KUA Kecamatan Rungkut tidak sesuai dengan peraturan yang 

berlaku saat ini yaitu PMA Nomor 19 Tahun 2018. Peneliti menganalisis 

pertimbangan kepala KUA Kecamatan Rungkut tersebut menggunakan asas 

pencatatan perkawinan yang sesuai dengan pasal 3 PMA Nomor 19 Tahun 2018. 

Selain itu juga menganalisis dengan PMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di 

Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan. Tak hanya peraturan perundang-

undangan, akan tetapi penulis juga menganalisis dengan asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan yaitu asas Lex Posteriori derogat Lex Priori.  

Berdasarkan uraian diatas diharapkan masyarakat ketika melaksanakan 

pendaftaran kehendak nikah di KUA supaya memperhatikan prosedur dan 

mengikuti aturan  yang berlaku, seperti yang telah tercantum dalam PMA Nomor 

19 Tahun 2018, atas dasar pertimbangan tersebut maka masyarakat (pembaca) 

dapat melaksanakan kehendak nikah sesuai dengan hukum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam mendorong untuk membentuk suatu keluarga, mengajak manusia 

untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil 

dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa 

menghilangkan kebutuhannya.
1
 Banyak ayat dalam Alquran yang 

menunjukkan suruhan atau perintah tersebut, antara lain dalam firman Allah 

surah An-Nur (24) ayat 32 :
2
 

                          

               

Dan kawinkanlah orang yang sendirian di antara kamu orang-orang yang 

layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan 

hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan 

memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, Allah maha 

luas (pemberitaan-Nya dan maha mengetahui. 

 

Dalam firman Allah surah Ar-Rum (30) ayat 21 : 

                                  

                 

 
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. 

                                                           
1
 Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga (Jakarta:Sinar Grafika Offset,2010), 23. 

2
 Kementrian Agama RI, al-Quran dan Tafsirnya (Jakarta : Widya Cahaya, 2011), 354. 
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Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum 

yang berfikir. 

 

Para ahli hadis dan ahli fikih mengartikan pernikahan (al-zaw ̅j) adalah 

perkawinan, yaitu hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan 

hukum Islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, 

seperti wali, mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan ijab dan qabul.
3
 

Keluarga sendiri merupakan unit pergaulan hidup yang terkecil dalam 

masyarakat.
4
 Kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat tergantung pada 

kesejahteraan dan kebahagiaan dalam keluarga, rusak dan kacaunya 

kebahagiaan keluarga akan menimbulkan rusak dan kacaunya kehidupan 

masyarakat. Mengingat peranan yang dimiliki oleh keluarga itu sangat penting 

bagi kehidupan di masyarakat, maka negara membutuhkan tata tertib dan 

kaidah-kaidah yang mengatur tentang keluarga. 

Tata tertib dan kaidah-kaidah inilah yang berlaku di Indonesia yang 

dalam bentuk kongkretnya disebut Hukum Perkawinan atau istilah lain yang 

sama maksudnya yang telah berlaku sejak dahulu sampai sekarang.
5
  

Undang-undang Perkawinan adalah suatu undang-undang nasional yang 

berlaku menyeluruh bagi semua warga negara. Kalau sebelum berlakunya 

Undang-undang ini, bagi sepasang calon mempelai yang hendak menikah, 

terlebih dahulu harus ditetapkan hukum perkawinan yang mana harus 

dilakukan untuk menjadikan perkawinan mereka sah. Kedua mempelai 

                                                           
3
 Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga…, 1. 

4
 Soerjono Soekanto, Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, remaja, dan anak (Jakarta:PT 

Rineka Cipta, 1990), 22. 
5
 Soedaryo Saimin, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW-Hukum 

Islam dan Hukum Adat (Jakarta:Sinar Grafika, 1992), 3 
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sekarang cukup menikah berdasarkan Undang-undang ini saja, dengan 

perkataan lain, sejak tanggal 1 Oktober 1975 hanya ada satu Undang-undang 

Perkawinan yang mengatur perihal perkawinan dan hal-hal yang berhubungan 

dengan itu.
6
 

Secara substantif, hukum perkawinan Indonesia merupakan penjabaran 

hukum perkawinan dalam Islam, terutama dalam kitab-kitab fikih 

konvensional.
7
 Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 

1 Tahun 1974. Menurut Undang-undang tersebut pada pasal 1, pengertian 

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
8
  

Di samping Undang-undang tentang perkawinan, diberlakukan juga 

Kompilasi Hukum Islam sebagai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 

1 Tahun 1991. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 memberikan definisi 

pernikahan, yaitu : “akad yang sangat kuat atau mith ̅qan ghal z̅{an” 

maksudnya akad nikah itu adalah suatu akad yang sangat kuat, religious, 

menghalalkan hubungan kelamin seorang pria dengan seorang wanita dan 

yang melakukannya adalah semata-mata beribadah kepada Allah Swt.
9
 

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat (2) 

menyatakan : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku”. Kompilasi Hukum Islam menguatkan apa yang 

                                                           
6
 Retnowulan Sutantio, Wanita dan Hukum (Bandung:Alumni, 1979), 17. 

7
 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), 180. 

8
 Undang-Undang  No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

9
 Kompilasi Hukum Islam. 
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diatur dalam Undang-undang Perkawinan, yaitu pada pasal 5 ayat 1 yang 

menyatakan bahwa : “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat 

Islam setiap perkawinan harus dicatat.” 

Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan 

menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, sebagaimana 

dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, 

dan rujuk.
10

 

Pada pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Perkawinan harus 

dilangsungkan di muka umum, dalam gedung dimana akta-akta catatan sipil 

harus dibuat, di hadapan Pegawai Catatan Sipil tempat tinggal salah satu dari 

kedua belah pihak, dan dengan dihadiri oleh dua orang saksi, baik keluarga 

maupun bukan keluarga, yang mencapai umur dua puluh satu tahun dan 

berdiam di Indonesia.
11

  

Setiap perundang-undangan yang dibuat selalu didasari sejumlah asas 

atau prinsip dasar.
12

 Sudikno Mertokusumo memberikan pandangan mengenai 

asas hukum, bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan 

merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar 

belakang peraturan kongkret yang terdapat di dalam dan di belakang setiap 

sistem hukum. Asas hukum secara konseptual terdiri dari bermacam-macam, 

salah satunya adalah Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori adalah undang-

                                                           
10

 Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
11

 Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional  (Jakarta:1991), 15. 
12

 Lukman Santoso, Yahyanto, Pengantar Ilmu Hukum (Malang : Setara Press, 2016), 153. 
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undang yang baru meniadakan Undang-undang lama yang mengatur materi 

yang sama. 

Dalam penulisan ini, Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan 

Undang-undang umum yang dikesampingkan oleh Undang-undang yang lebih 

khusus, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang 

Pencatatan Perkawinan. 

Peraturan Menteri Agama yang terbaru yaitu Nomor 19 Tahun 2018 

tepatnya pada pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa “Pendaftaran kehendak 

perkawinan dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad dilaksanakan”. Hal ini 

sangat berseberangan dengan yang tertuang dalam KUH Perdata. Kalimat 

yang ada dalam Peraturan Menteri Agama tersebut perlu digarisbawahi. Hal 

ini dikarenakan sampai saat ini mayoritas Kantor Urusan Agama masih 

memberlakukan asas domisili terkait dengan kewenangan Kantor Urusan 

Agama dalam mencatatkan suatu perkawinan.  

Terdapat 2 asas yang mendasar mengenai permasalahan Kantor Urusan 

Agama yang berhak menerima pendaftaran kehendak perkawinan ini, yaitu 

asas domisili dan asas territorial. Asas domisili merupakan asas yang menitik 

beratkan pada tempat tinggal calon pengantin. Sedangkan asas territorial atau 

asas tempat yang menitikberatkan pencatatan perkawinan dilaksanakan pada 

tempat terjadinya peristiwa akad tersebut dilaksanakan. 

Selama ini masyarakat maupun Pegawai Pencatat Nikah masih 

memberlakukan asas domisili. Mereka berasumsi bahwa dimanapun tempat 

akad nikah dilaksanakan, maka yang berhak melakukan pencatatan 
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perkawinan tetaplah Kantor Urusan Agama tempat tinggal calon pengantin 

(istri). Hal ini dikarenakan mereka berasumsi bahwa tempat tinggal calon istri 

juga merupakan tempat tinggal wali yang disyaratkan hadir dalam majelis 

akad nikah.  

Sebagai contoh, calon pengantin laki-laki maupun perempuan bertempat 

tinggal di wilayah Rungkut, yang berada di bawah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Rungkut. Akan tetapi mereka menginginkan melangsungkan 

perkawinan di sebuah masjid yang berada di Kecamatan Jambangan Surabaya. 

Calon pengantin tersebut mendaftarkan kehendak perkawinannya pada Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Rungkut, dan pada dasarnya yang berhak untuk 

mencatatkan perkawinan tersebut adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Jambangan, dikarenakan lokasi tempat akad nikah tersebut berada di bawah 

wilayah Kecamatan Jambangan.  

Hal ini menjadi polemik baru dalam masyarakat maupun pihak Kantor 

Urusan Agama yang disebabkan oleh aturan yang merujuk pada asas teritorial 

tersebut, ditambah lagi melawan kebiasaan yang telah berlangsung lama di 

masyarakat. Akan terjadi sengketa kewenanangan antara Kantor Urusan 

Agama yang merasa calon pengantin dari wilayah domisili yang berhak untuk 

mencatat dan Kantor Urusan Agama yang merasa wilayah teritorialnya berhak 

pula mencatat perkawinan tersebut. 

Maka Peneliti perlu meneliti lebih lanjut mengenai pertimbangan kepala 

KUA Kecamatan Rungkut tentang pendaftaran kehendak perkawinan di luar 

wilayah tempat terjadinya peristiwa akad dilaksanakan, dan juga analisis 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 
 

 
 

yuridis terkait pendaftaran kehendak perkawinan di luar wilayah tempat 

terjadinya peristiwa akad dilaksanakan. 

Berawal dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti 

permasalah tersebut dengan judul “Analisis yuridis terhadap pertimbangan 

kepala KUA Kecamatan Rungkut tentang pendaftaran kehendak perkawinan 

di luar wilayah tempat terjadinya peristiwa akad dilaksanakan.” 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah-

masalah sebagai berikut : 

1. Penerapan pasal 3 tentang pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat akad dalam Peraturan Menteri 

Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. 

2. Alasan pembuatan pasal 3 tentang pendaftaran kehendak perkawinan 

dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat akad dalam 

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan 

Perkawinan. 

3. Alasan pasal 3 tentang pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat akad dalam Peraturan Menteri 

Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan tidak 

dapat dilaksanakan oleh seluruh Kantor Urusan Agama. 

4. Manfaat adanya pasal 3 tentang pendaftaran kehendak perkawinan 

dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat akad dalam 
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Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan 

Perkawinan. 

5. Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Rungkut tentang pendaftaran 

kehendak perkawinan yang di luar wilayah tempat terjadinya peristiwa 

akad dilaksanakan. 

6. Analisis yuridis terhadap pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Rungkut 

tentang pendaftaran kehendak perkawinan di luar wilayah tempat 

terjadinya peristiwa akad dilaksanakan di KUA Kecamatan Rungkut. 

7. Urgensi pasal 3 tentang pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat akad dalam Peraturan Menteri 

Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. 

8. Kesesuaian antara penerapan pendaftaran kehendak perkawinan yang 

dilakukan oleh KUA Kecamatan Rungkut dengan PMA No. 19 Tahun 

2018. 

Agar penelitian ini tidak melebar dan mengakibatkan tidak terfokusnya 

dan akan mengakibatkan hasil yang kurang maksimal, maka peneliti akan 

memberikan batasan penelitian hanya mencakup : 

1. Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Rungkut terhadap pendaftaran 

kehendak perkawinan di luar wilayah tempat terjadinya peristiwa akad 

dilaksanakan. 

2. Analisis yuridis terhadap pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Rungkut 

tentang pendaftaran kehendak perkawinan di luar wilayah tempat 

terjadinya peristiwa akad dilaksanakan. 
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C.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah beberapa pertanyaan yang timbul berdasarkan 

judul maupun latar belakang masalah yang diteliti.
13

 Untuk memudahkan 

jawaban dari masalah tersebut, maka perlu dirumuskan rumusan masalahnya 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Rungkut tentang 

pendaftaran kehendak perkawinan di luar wilayah tempat terjadinya 

peristiwa akad dilaksanakan. 

2. Analisis yuridis terhadap pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Rungkut 

tentang pendaftaran kehendak perkawinan di luar wilayah tempat 

terjadinya peristiwa akad dilaksanakan. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian 

yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga 

terlihat jelas bahwa penelitian ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari 

kajian atau penelitian terdahulu.
14

 

Pada penelitian-penelitian yang telah ditulis sebelumnya, ada beberapa 

judul yang hampir mirip dengan judul yang akan penulis angkat, yaitu 

penelitian-penelitian terdahulu yang juga membahas tentang pencatatan 

perkawinan dan topik-topik semacamnya. Di bawah ini dijelaskan beberapa 

                                                           
13

 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta : Pustaka Barupress, 2014), 54. 
14

 Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya:Fakultas 

Syari’ah, 2014), 8. 
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judul penelitian beserta fokus pembahasannya dari masing-masing sudut 

pandang penulisnya : 

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam 

Negeri Syarif Sultan Syarif Kasim Riau yang bernama Askar dengan NIM 

10621003687 yang berjudul “Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Ditinjau 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Studi Kasus Di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi)”. Dalam skripsi ini penulis 

memaparkan tentang tata cara dan faktor penghambat pelaksanaan pencatatan 

perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi serta 

tinjauannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975.  

Persamaan antara penelitian ini dengan penilitian penulis adalah hanya 

sama-sama membahas tentang Pencatatan Perkawinan. Perbedaan yang 

mendasar adalah pada objek yang diteliti yaitu penelitian penulis fokus pada 

kewenangan KUA dalam pendaftaran pencatatan perkawinan. 

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang bernama Duray Achmad dengan NIM 

109044100021 yang berjudul “Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan 

Agama (Studi Di Bantargebang, Kota Bekasi)” Dalam penelitian ini penulis 

memaparkan jumlah dan penyebab perkawinan tidak dicatatkan di Kantor 

Urusan Agama Bantargebang serta upaya penertiban pencatatan perkawinan 

yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu pada 

pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama, sedangkan perbedaannya 
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adalah pada objek yang diteliti yaitu mengenai pencatatan perkawinan yang 

tidak dicatatkan. 

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang bernama Achmad Murtadho 

dengan NIM 11210048 yang berjudul “Implementasi Peratuan Menteri Agama 

Nomor 11 Tahun 2007 Mengenai Peran Penghulu Dan Kepala Kantor Urusan 

Agama Dalam Pencatatan Pernikahan (Studi di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Sukun Kota Malang)”. Dalam penelitian ini penulis memaparkan 

tentang fungsi dan wewenang peran penghulu dan kepala Kantor Urusan 

Agama melalui PMA Nomor 11 Tahun 2007 dan Peran Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per 62/M.PAN/6/2005. 

Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas 

tentang kewenangan Kantor Urusan Agama, akan tetapi perbedaannya adalah 

pada objek dari kewenangannya. Objek dari kewenangan yang diteliti dalam 

penelitian tersebut adalah wewenang dari peran penghulu, sedangkan dalam 

penelitian penulis objek penelitiannya adalah kewenangan pendaftaran 

kehendak perkawinan dilakukan di KUA kecamatan tempat akad 

dilaksanakan. 

E. Tujuan Penelitian 

Dengan mencermati rumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 
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1. Mengetahui pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Rungkut tentang 

pendaftaran kehendak perkawinan di luar wilayah tempat terjadinya 

peristiwa akad dilaksanakan. 

2. Mengetahui analisis yuridis terhadap pertimbangan Kepala KUA 

Kecamatan Rungkut tentang pendaftaran kehendak perkawinan di luar 

wilayah tempat terjadinya peristiwa akad dilaksanakan. 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Penelitian ini mempunyai banyak kegunaan dan manfaat, baik untuk 

kalangan akademisi maupun non akademisi. Kegunaan hasil penelitian yang 

dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu ditinjau dari 

aspek teoritis dan aspek praktis.
15

 

1. Aspek teoritis 

a. Dapat digunakan sebagai landasan keilmuan bagi peneliti selanjutnya 

di masa akan datang. Serta memperkaya wacana intelektual bagi para 

peminat dan pengkaji hukum tentang kewenangan Kantor Urusan 

Agama dalam Pencatatan Perkawinan. 

b. Diharapkan mampu memberikan penjelasan secara rinci tentang 

perundangan yang berlaku di Indonesia mengenai kewenangan Kantor 

Urusan Agama dalam Pencatatan Perkawinan pada pasal 3 Peraturan 

Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2018.  

 

 

                                                           
15

 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian ….. , 56. 
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2. Aspek Praktis 

Hasil pemikiran yang tertuang dalam penelitian ini dapat pula 

dipraktikkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat, 

diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat agar 

mendaftarkan kehendak perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang 

sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 pada 

pasal 3. Sedangkan bagi pegawai Kantor Urusan Agama untuk mematuhi 

pasal tersebut serta hanya menerima pendaftaran perkawinan sesuai 

dengan kewenangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri 

Agama. 

G. Definisi Operasional 

1. Analisis Yuridis : Analisis adalah suatu usaha untuk mengurangi suatu 

masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (decomposition) 

sehingga susunan/tatanan bentuk atau sesuatu yang diurai itu tampak 

dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya 

atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.
16

 Sedangkan dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia yuridis merupakan menurut hukum; secara 

hukum.
17

 Jadi, analisis yuridis adalah suatu kegiatan mencari dan 

memecah komponen dari satu permasalahan untuk diteliti lebih dalam 

kemudian dihubungkan dengan hukum. Dalam hal ini adalah Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah 

                                                           
16

 Djam’an Satori, Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Alfabeta, 2017), 

200. 
17

 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka, 

2005), 1278. 
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Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 

Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016. 

H. Metode Penelitian 

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian di atas yang lebih 

menitikberatkan penjelasan terhadap suatu masalah tertentu, maka 

pendekatan yang sesuai dengan penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Untuk menghasilkan penelitian yang baik dan benar, maka penulis 

perlu memaparkan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Data yang dikumpulkan 

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berupa data 

deskriptif, misalnya dokumen pribadi, catatan lapangan, tindakan 

responden, dokumen, dan lain-lain. Sesuai dengan latar belakang dan 

rumusan masalah yang diangkat penulis, maka data yang diperlukan untuk 

menjawab rumusan masalah tersebut meliputi : 

a. Penjelasan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut 

mengenai Penerapan pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 

2018 tentang Pencatatan Perkawinan. 

b. Pemahaman pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut 

mengenai pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 

tentang Pencatatan Perkawinan. 
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2. Sumber data 

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain : 

a. Sumber primer, yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari 

sumber pertama atau sumber aslinya.
18

 Dalam hal ini berupa hasil 

wawancara dengan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Rungkut. Pegawai yang diwawancarai adalah Bapak Sholihuddin 

selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut Surabaya. 

b. Sumber sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh berdasarkan 

informan tidak langsung, dalam hal ini berupa bahan pustaka yaitu 

buku-buku hukum, dokumen peraturan-peraturan, catatan harian 

lainnya.
19

 Dalam hal ini adalah catatan dan tulisan yang diperoleh dari 

Kantor Urusan Agama Kecamtan Rungkut Surabaya dan Bapak Abd. 

Aziz selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Rungkut Surabaya. 

3. Teknik pengumpulan data 

Oleh karena penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

yang pada dasarnya menggunakan empat teknik utama dalam 

penyelidikannya yaitu participant observation, indepth interview, 

dokumentasi dan triangulasi. Maka teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi.  

a. Wawancara, dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan 

keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta 

pendirian-pendirian itu, merupakan suatu pembantu utama dari metode 

                                                           
18

 Irfan Tamwifi, Metode Penelitian (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 219. 
19

 Ibid, 220. 
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observasi (pengamatan).
20

 Dalam hal ini melakukan wawancara kepada 

Pegawai KUA Kecamatan Rungkut, yakni Bapak Sholihuddin selaku 

Kepala KUA Kecamatan Rungkut Surabaya dan Bapak Abd. Aziz 

selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Rungkut Sura baya. 

4. Teknik pengolahan data 

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian berhasil dikumpulkan, 

peneliti melakukan pengolahan data. Dalam teknik pengolahan data 

dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 

a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah 

dikumpulkan, yang bertujuan untuk menghilangkan kesalahan-

kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat 

koreksi.
21

 Pada penelitian ini, penulis memeriksa kembali semua data 

yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Pegawai Pencatat Nikah 

KUA Kecamatan Rungkut mengenai penerapan pasal 3 PMA Nomor 

19 Tahun 2018. 

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data dengan sedemikian 

rupa sehingga dapat memperoleh gambaran terhadap rumusan masalah, 

sekaligus menyusun secara sistematis data-data tersebut.
22

 Dengan 

teknik ini penulis mencari data dan memperoleh gambaran umum 

                                                           
20

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), 

62. 
21

 Masrukan, Metodologi Penelitian (Hukum)(Surabaya: UINSA Press,2014), 197. 
22

 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), 

132. 
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terhadap penerapan pasal 3 PMA Nomor 19 Tahun 2018 oleh KUA 

Kecamatan Rungkut. 

c. Conclusing, yaitu melakukan analisa atau tindak lanjut dari 

pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah atau dalil sehingga 

diperoleh kesimpulan tertentu yang pada akhirnya kesimpulan tersebut 

menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. 

5. Teknik analisis data 

Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif untuk menganalisis 

data dan menggunakan pola pikir deduktif. Teknik analisis deskriptif 

sendiri yaitu suatu teknik yang dipergunakan dengan cara memberikan 

gambaran umum terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-

fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat 

dipahami dengan mudah.
23

 Dengan demikian, data-data tentang 

pendaftaran kehendak perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan 

Rungkut dikaitkan dengan peraturan undang-undang yang berlaku yaitu 

pasal 3 PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, PMA 

Nomor 12 Tahun 2016, serta asas-asas pembentukan hukum dan asas 

pencatatan perkawinan. 

Sedangkan pola pikir deduktif, yakni mengemukakan teori yang 

bersifat umum, dalam hal ini adalah analisis yuridis pasal 3 Peraturan 

Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 yang kemudian diterapkan pada 

                                                           
23

 Consuello G. Savella, Pengantar Metode Penelitian (Jakarta: UI Press, 1993), 71. 
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permasalahan yang lebih khusus yakni penerapannya pada Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Rungkut. 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan 

pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Agar dapat dipahami 

permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan 

disusun oleh penulis sebagai berikut : 

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian 

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, menjelaskan mengenai gambaran umum pencatatan 

perkawinan, asas-asas dan konsep pelaksanaan pencatatan perkawinan. 

Gambaran umum pencatatan perkawinan berisi tentang pencatatan 

perkawinan secara umum dan pencatatan perkawinan dalam hukum Islam. 

Selain itu, dalam bab ini juga membahas mengenai asas hukum maupun asas 

pencatatan perkawinan. Dan yang terakhir adalah membahas mengenai 

pelaksanaan pencatatan perkawinan di Indonesia. 

Bab Ketiga berisi tentang pendaftaran kehendak perkawinan di KUA 

Kecamatan Rungkut. Hal ini mencakup profil dari KUA Kecamatan Rungkut 

Kota Surabaya, tata cara pelaksanaan pencatatan pendaftaran kehendak 

perkawinan di KUA Kecamatan Rungkut Surabaya, serta dasar pertimbangan 
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kepala KUA Kecamatan Rungkut terhadap proses pendaftaran kehendak 

perkawinan di KUA Kecamatan Rungkut. 

Bab Keempat menjelaskan tentang analisis yuridis terhadap pertimbangan 

Kepala KUA Kecamatan Rungkut tentang pendaftaran kehendak perkawinan 

di luar wilayah tempat terjadinya peristiwa akad dilaksanakan. Didalamnya 

memuat tentang analisis terhadap pertimbangan Kepala KUA Kecamatan 

Rungkut terhadap pendaftaran kehendak perkawinan di luar wilayah tempat 

terjadinya peristiwa akad dilaksanakan, serta analisis yuridis terhadap 

pertimbangan kepala KUA Kecamatan Rungkut tentang pendaftaran 

kehendak perkawinan di luar wilayah tempat terjadinya peristiwa akad 

dilaksanakan. 

Bab Kelima, berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan yang dapat 

penulis ambil dari keseluruhan isi skripsi ini, dan diakhiri dengan saran serta 

rekomendasi yang penulis berikan. 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

20 
 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PENCATATAN PERKAWINAN, ASAS-ASAS DAN 

KONSEP PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN 

 

A. Gambaran Umum Pencatatan Perkawinan 

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan 

Makna dari Pencatatan perkawinan sendiri adalah suatu kegiatan 

administrasian sebuah ikatan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai 

Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) 

di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan bagi calon 

mempelai yang beragama Islam dan di kantor catatan sipil bagi yang 

beragam non Islam.
1
 Dalam hal ini, kegiatan mencatat adalah kegiatan 

memasukkan data suatu perkawinan ke dalam buku akta nikah milik 

masing-masing suami istri. Kutipan akta nikah yang telah dicetak diberikan 

kepada masing-masing suami istri sebagai bukti autentik yang dilakukan 

oleh PPN, yang sesuai dengan perundang-undangan yang ada.
2
 

2. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam 

Dalam Islam tidak dijelaskan secara rinci mengenai pencatatan 

perkawinan. Hanya saja, dalam Alquran terdapat beberapa surat yang 

mensiratkan perlunya dilakukan pencatatan perkawinan, karena sejalan 

                                                           
1
Syarifuddin Afief, Notaris Syariah dalam Praktik Jilid ke 1 Hukum Keluarga Islam 

(Jakarta:Darunnajah Publishing, 2011), 137. 
2
Arso Sostroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta:Bulan 

bintang.1978), 55-56. 
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dengan disyariatkannya pencatatan hutang.
3
 Hal itu tertuang dalam 

Alquran surah al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi : 

                                 

                              

                          

Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermu’amalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan 

hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. 

Dan janganlah penulis enggan menuliskannya, sebagaimana Allah telah 

mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang 

berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah, Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun  

dari hutangnya .
4
 

 

Dalam ayat tersebut, hanya memerintahkan untuk menuliskan 

transaksi hutang. Akan tetapi tujuan dari ayat ini adalah untuk menghindari 

terjadinya pengingkaran-pengingkaran yang dilakukan pihak-pihak yang 

terlibat di kemudian hari. Perkawinan memiliki kesamaan ilat dengan 

transaksi bisnis sebagai sebuah transaksi yang juga menimbulkan hak dan 

kewajiban bagi yang terlibat. Maka dari itu, secara tidak langsung ayat 

tersebut tidak hanya untuk transaksi muamalah tetapi juga di semua 

transaksi termasuk akad perkawinan yang bahkan Allah mengatakannya 

sebagai perjanjian yang kuat atau m t̅s ̅qan ghal z̅a5, yang tertuang dalam 

surah an-Nisa’ ayat 21 : 

                                                           
3
 Ita Musarrofa, Pencatatan Perkawinan  di Indonesia Proses dan Prosedurnya (Surabaya:UIN 

Sunan Ampel Press,2014), 35. 
4
 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Fattah (Depok:Yakfi,2015), 42. 

5
 Ibid. 
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Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu 

telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan 

mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
6
 

Dalam fikih klasik juga tidak ada pembahasan mengenai pentingnya 

melakukan pencatatan perkawinan, atau bahkan diwujudkan sebagai bagian 

dari syarat dan rukun perkawinan. Ketentuan ini disebabkan oleh beberapa 

hal, yaitu
7
 : 

1. Adanya larangan dari Rasulullah untuk menuliskan sesuatu selain 

Alquran karena khawatir akan tercampur dengan Alquran. 

2. Berkembangnya tradisi menghafal, jadi menghafal peristiwa 

perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang remeh karena sangat mudah 

dilakukan sehingga dianggap tidak membutuhkan proses pencatatan. 

3. Tradisi walimah yang biasa dilakukan dianggap sebagai pengumuman 

nikah sekaligus penyaksian peritiwa pernikahan sehingga tidak perlu 

lagi dituliskan. 

B. Asas-asas Pencatatan Perkawinan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas merupakan dasar sesuatu 

yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.
8
 Menurut Paton, asas adalah 

suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu 

norma hukum. Sedangkan menurut Ron Jue bahwa asas hukum merupakan 

                                                           
6
 Ibid., 85. 

7
 Ibid., 37. 

8
 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar ...., 70. 
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nilai-nilai yang melandasi kaidah hukum.
9
 Dalam buku Pengantar Ilmu 

Hukum menyatakan bahwa E. Utrecht mendefinisikan asas hukum sebagai 

dasar daripada peraturan-peraturan hukum, yang mengkualifikasikan beberapa 

peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama 

merupakan satu lembaga hukum.
10

  Jadi dapat disimpulkan bahwa asas hukum 

merupakan dasar dari sesuatu yang menjadi landasan dalam berfikir dan 

melatar belakangi sebuah pembentukan kaidah hukum. 

Asas hukum sendiri memiliki banyak macam. Salah satu nya adalah asas 

hukum yang mengatur dengan tujuan menimbulkan kepastian hukum bagi 

peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Menurut Purnadi 

Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, terdiri dari 6 asas, yaitu (1) peraturan 

perundang-undangan tidak berlaku surut atau non retroaktif ; (2) peraturan 

perundang-undangan tidak dapat diganggu gugat; (3) peraturan perundang-

undangan menjadi sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan 

materil dan spiritual bagi masyarakat maupun individu; (4) peraturan yang 

dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, maka memiliki kedudukan yang lebih 

tinggi pula; (5) asas lex specialis derogat lex generalis, yaitu peraturan yang 

khusus mengenyampingkan peraturan yang umum; (6) asas lex posteriori 

derogate lex priori, yakni peraturan yang baru mengenyampingkan peraturan 

yang lama.
11

 

                                                           
9
 Purwanto,”Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional”, MIMBAR 

HUKUM, vol. 21,  Nomor 1, (Februari, 2009), 161. 
10

 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta:Prestasi Pustakarya, 2006), 83. 
11

 Bayu Dwi Anggono, “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Penanggulangan 

Bencana”, Mimbar Hukum Vol.22 Nomor 2 Tahun 2010, 385. 
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Selain itu, ada juga yang menjelaskan mengenai asas-asas pencatatan 

perkawinan. Menurut KUA Japah terdapat dua asas dalam peraturan ini yaitu : 

a. Asas domisili 

Asas domisili merupakan asas yang lebih menitik beratkan pada 

tempat tinggal pelaku yang berbuat.
12

 Jadi menurut asas tersebut, 

pendaftaran kehendak pernikahan dilaksanakan di KUA Kecamatan 

tempat tinggal dari calon istri. Hal ini sesuai dengan Bab III Pasal 5 ayat 

(1) PMA Nomor 11 Tahun 2007 yang berbunyi “Pemberitahuan kehendak 

menikah disampaikan kepada PPN, di wilayah kecamatan tempat tinggal 

calon isteri.”
13

 

b. Asas wilayah/teritorial 

Terkait dengan hal tersebut di atas yang dimaksud dengan asas 

teritorial adalah asas yang lebih menitik beratkan pada tempat dimana 

akad tersebut akan dilaksanakan.
14

 Hal itu diatur pada pasal 3 PMA 

Nomor 19 Tahun 2018 yang berbunyi “Pendaftaran kehendak perkawinan 

dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad dilaksanakan.” Selain itu juga 

diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang 

berbunyi “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan 

memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat 

perkawinan akan dilangsungkan.” 

                                                           
12

 Nur Aziz, http://www.kuajapah.blogspot.com, Dikutip pada tanggal 28 Februari 2019, 19.36. 
13

 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan. 
14

 Nur Aziz, http://www.kuajapah.blogspot.com, Dikutip pada tanggal 28 Februari 2019, 19.36. 

http://www.kuajapah.blogspot.com/
http://www.kuajapah.blogspot.com/
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Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kedua asas tersebut 

sangatlah berbeda. Dan hal tersebut akan menimbulkan polemik baru dalam 

masyarakat. 

C. Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan di Indonesia 

Pembahasan megenai pelaksanaan pencatatan perkawinan tidak lah 

terlepas dari bagaimana awal adanya percatatan perkawinan itu diatur. 

Sedangkan awal dari munculnya peraturan mengenai pencatatan perkawinan 

ini juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah pembentukan Undang-undang 

perkawinan. 

Sejarah dari pembentukan Undang-undang perkawinan ini dibagi menjadi 

2 masa, yaitu sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 

sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
15

 Sebelum 

berlakunya Undang-undang Perkawinan, masyarakat Indonesia pada umumnya 

menganut hukum perkawinan adat, hukum perkawinan Islam, KUH Perdata 

(BW), dan juga HOCI (Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers).16 

Setelah Indonesia merdeka dan sebelum berlakunya Undang-undang 

perkawinan, pencatatan perkawinan sudah diatur dalam Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang 

ditetapkan pada tanggal 21 NoVember 1946. Dalam Undang-undang tersebut, 

terkait pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : 

“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, 

                                                           
15

 Nafi’ Mubarok, “Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia”, Justicia Islamica Vol. 

14 No.1 Tahun 2017, hal.73. 
16

 Ibid. 
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diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau 

oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut 

agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada 

Pegawai Pencatat Nikah.”
17

 

Dalam bunyi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa pencatatan 

perkawinan sudah mulai diberlakukan. Selain itu, pada pasal 3 ayat (1) yang 

berbunyi “Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan 

seorang perempuan tidak dibawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan 

pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyak nya 

Rp.50,-“. Jadi dapat disimpulkan bahwa, terdapat sanksi berupa denda kepada 

seseorang yang melakukan pernikahan tanpa melakukan pencatatan nikah.
18

 

Akan tetapi, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 ini hanya berlaku 

pada wilayah Jawa dan Madura saja, seperti yang diatur pada pasal 6 ayat (1) 

yang berbunyi “Undang-undang ini disebut “Undang-undang Pencatatan 

nikah, talak, dan rujuk” dan berlaku untuk Jawa dan Madura pada hari yang 

ditetapkan oleh Menteri Agama.” Hal ini disebabkan karena keadaan yang 

saat itu belum mengijinkan untuk diberlakukan di seluruh Indonesia. Untuk 

daerah di luar Jawa dan Madura berlaku berbagai macam peraturan, seperti 

Huwelijksordonnantie Buitengewesten Staatsblad 1932 Nomor 482, 

Peraturan-peraturan tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk yang berlaku di 

                                                           
17

 Ibid. 
18

 Ibid. 
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daerah-daerah Swapraja dan Peraturan-perauran lain yang berlaku di luar Jawa 

dan Madura.
19

 

Untuk melakukan unifikasi hukum agar terciptanya suatu hukum yang 

menyeluruh bagi masyarakat Indonesia, maka pada tanggal 2 November 1954 

diundangkanlah Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan 

Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 

Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa 

dan Madura.
20

 

Dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 1946 ini, maka tercabutlah 

Huwelijksordonnantie Buitengesten Staatsblad 1932 Nomor 482 dan semua 

peratura-peraturan (juga dari pemerintah swapraja) tentang pencatatan nikah 

talak dan rujuk untuk umat islam yang berlainan dan yang bertentangan 

dengan UU Nomor 22 Tahun 1946 serta menetapkan UU Nomor 22 Tahun 

1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk berlaku untuk seluruh daerah 

luar Jawa dan Madura.
21

 

Salah satu fenomena abad ke-20 di dunia muslim adalah terdapat usaha 

untuk memperbaharui hukum keluarga (perkawinan, perceraian, dan 

kewarisan). Tujuan adanya pembaharuan ini berbeda-beda antar negara, salah 

satunya adalah untuk merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena 

konsep fikih tradisional dianggap kurang mampu menjawab. Hasil dari 

                                                           
19

 Ibid. 
20

 Ibid. 
21

 Ibid. 
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pembaharuan tersebut diantaranya adalah
22

 adanya pembatasan praktek 

poligami, pembatasan hak talak sepihak suami, keharusan pencatatan 

perkawinan, jaminan hak istri, dan jaminan hak anak yang orang tuanya 

bercerai.
23

 

Di Indonesia sendiri terdapat Undang-undang yang mengatur terkait 

perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Dalam Undang-undang tersebut lebih rinci memuat tentang dasar perkawinan, 

syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, 

perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta benda dalam 

perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan 

kewajiban antara orang tua dan anak, perwakilan, perkawinan yang 

dilaksanakan di luar Indonesia, hingga perkawinan campuran. 

Terkait dengan pencatatan perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974 ini 

mengaturnya pada pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Hal ini sudah 

sangat jelas, bahwa suatu perkawinan haruslah dicatat menurut peraturan yang 

berlaku.  

Sedangkan ketentuan instansi pelaksana pencatatan perkawinan terdapat 

dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975. 

Pasal 2  

                                                           
22

 M. Atho’ Muzdhar, Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern (Studi 
Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern) (Jakarta:Ciputat Press, 2003), 11. 
23

 Nafi’ Mubarok, “Sejarah Hukum Pencatatan..., 73. 
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(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan 

perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai 

Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 1954 

tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. 

(2) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan 

perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain 

agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada 

Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai 

perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. 

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku 

bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan 

yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan 

sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai pasal 9 Peraturan 

Pemerintah. 

Pasal 3 

(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan 

kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan 

dilangsungkan. 

Dari kedua pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, pencatatan 

perkawinan bagi muslim adalah Kepada Pegawai Pencatat di tempat 

perkawinan akan dilangsungkan. Sedangkan untuk yang melangsungkan 

perkawinan selain agama Islam maka dilakukan oleh pegawai pencatat 
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perkawinan pada kantor catatan sipil. Terkait tata cara perkawinan, diatur 

dalam pasal 3 sampai 6 PP Nomor 9 Tahun 1975. 

Terkait hal ini, Kementerian Agama juga mengeluarkan Keputusan 

Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah. 

Dimana pada pasal 6 ayat (1) Bab III tentang Pemberitahuan Kehendak Nikah 

menyatakan bahwa “Orang yang hendak menikah memberitahukan 

kehendaknya kepada Penghulu atau Pembantu Penghulu yang mewilayahi 

tempat pelaksanaan akad.” Dapat digarisbawahi bahwa pemberitahuan 

kehendak nikah dilakukan kepada Penghulu atau Pembantu Penghulu dimana 

tempat akad akan dilaksanakan. 

Untuk memenuhi tuntutan perkembangan tata pemerintahan dan 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka Kementerian Agama kembali 

meninjau KMA tersebut, dan selanjutnya Pencatatan Nikah ini diatur dalam 

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007. Dalam PMA No. 11 

Tahun 2007 ini, pemberitahuan kehendak nikah disampaikan kepada PPN di 

wilayah kecamatan tempat tinggal istri. Hal ini tertuang dalam pasal 5 ayat 

(1) Bab III tentang Pemberitahuan Kehendak Nikah.  

Selanjutnya untuk lebih menyempurnakan PMA Nomor 11 Tahun 2007, 

maka disusunlah PMA yang terbaru yaitu PMA Nomor 19 Tahun 2018 

tentang Pencatatan Perkawinan. Terdapat perbedaan yang mencolok antara 

kedua PMA ini, yaitu perubahan nama yang sebelumnya adalah pencatatan 

nikah maka PMA yang terbaru ini bernama pencatatan perkawinan. Selain 

itu dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa 
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“Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan di KUA Kecamatan tempat 

akad dilaksanakan.” Hal ini sangat bertolak belakang dengan PMA Nomor 

11 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa pemberitahuan kehendak nikah 

disampaikan kepada penghulu wilayah tempat tinggal calon istri. 

Dalam PMA ini juga mengatur beberapa hal baru, seperti persyaratan wali 

yang tidak diukur dalam hal usia, tapi hanya dari kriteria baligh. Dimana pada 

PMA sebelumnya syarat untuk menjadi wali adalah minimal berusia 19 tahun. 

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tepatnya pada 

pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan dalam akta 

perkawinan dilaksanakan melalui 4 tahapan, yaitu pendaftaran kehendak 

perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan, pelaksanaan pencatatan 

perkawinan, dan penyerahan buku pencatatan perkawinan. Selanjutnya lebih 

rinci dijelaskan pada pasal 3 sampai dengan pasal 18. 

a. Pendaftaran kehendak perkawinan 

Pendaftaran kehendak perkawinan ini termuat dalam pasal 3 PMA 

Nomor 19 Tahun 2018, yang berbunyi : 

(1) Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan di KUA Kecamatan 

tempat akad dilaksanakan. 

(2) Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan paling lama 10 

(sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan perkawinan. 

(3) Dalam hal pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan kurang dari 

10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat 

dispensasi dari camat tempat akad dilaksanakan. 
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Dari keterangan di atas dapat dijelaskan kembali bahwa calon 

pengantin wajib melakukan pendaftaran kehendak nikah di KUA 

Kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan sekurang-kurang nya 10 

hari kerja sebelum melaksanakan akad nikah. Apabila kurang dari 10 hari 

kerja maka calon pengantin meminta surat dispensasi kepada camat 

dimana tempat akad nikah akan dilaksanakan. 

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon pengantin 

dalam melaksanakan pendaftaran nikah dijelaskan pada pasal 4, adalah 

sebagai berikut : 

a. Surat pengantar perkawinan dai kelurahan tempat tinggal calon 

pengantin. 

b. Foto kopi akte kelahiran. 

c. Foto kopi kartu tanda penduduk. 

d. Foto kopi kartu keluarga. 

e. Surat rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan setempat bagi 

calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat 

tinggalnya. 

f. Persetujuan kedua calon pengantin. 

g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum 

mencapai usia 21 tahun. 

h. Izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai 

hubungan darah, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana 
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dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak 

mampu; 

i. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak 

ada; 

j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai 

umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon istri yang belum 

mencapai umur 16 (enam belas) tahun; 

k. Surat izin diatasnya/kesatuannya jika calon mempelai anggota 

tentara nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia; 

l. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang 

hendak beristri lebih dari seorang; 

m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran 

cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 

n. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh 

lurah/kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda ditinggal 

mati. 

Dalam pasal tersebut dapat diketahui bahwa batasan umur calon 

pengantin laki-laki adalah 19 tahun, dan 16 tahun bagi perempuan. 

Apabila calon pengantin berada dibawah umur tersebut maka keduanya 

meminta surat dispensai pada pengadilan. Sedangkan apabila berusia 
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dibawah 21 tahun maka calon pengantin harus memiliki izin tertulis dari 

orang tua atau wali.
24

 

Jika calon mempelai adalah anggota tentara nasional 

Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia maka harus juga menyertakan 

surat izin dari atasannya/kesatuannya. 

Calon pengantin dan wali atau wakilnya melengkapi semua dokumen 

di atas selambat-lambatnya 1 hari sebelum perkawinan dilaksanakan. 

Setelah melengkapi dan mengumpulkan persyaratan-persyaratan diatas 

maka Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan 

dokumen. Pemeriksaan dokumen ini dilakukan di hadapan calon 

pengantin dan wali untuk memastikan ada atau tidaknya halangan untuk 

menikah. Setelah itu, hasil dari pemeriksaan dituangkan dalam lembar 

pemeriksaan perkawinan dengan ditanda tangani oleh kedua calon 

pengantin, wali dan juga kepala KUA Kecamatan atau Penghulu. 

Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi secara lengkap maka 

kehendak perkawinan tersebut akan ditolak. Penolakan beserta alasannya 

tersebut akan diberitahukan oleh kepala KUA Kecamatan atau penghulu 

kepada calon suami, calon istri, dan juga wali. 

b. Pengumuman kehendak perkawinan 

Setelah 10 hari pendaftaran kehendak perkawinan dan semua 

persyaratan administratif telah dipenuhi, maka Kepala KUA Kecamatan 

                                                           
24

 Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018. 
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atau Penghulu akan mengumumkan kehendak perkawinan tersebut di 

KUA Kecamatan atau yang lainnya yang dapat diketahui oleh 

masyarakat. 

Apabila kedua calon pengantin akan melaksanakan akad kurang dari 

10 hari kerja sejak pendaftaran perkawinan, maka pengumuman tersebut 

dilakukan setelah mendapat surat dispensasi dari camat di wilayah akad 

dilaksanakan. 

c. Pelaksanaan pencatatan perkawinan 

Pencatatan perkawinan ini dilakukan setelah akad nikah 

dilaksanakan. Akad nikah hanya boleh dilaksanakan setelah memenuhi 

rukun-rukun dari perkawinan. Rukun perkawinan terbut diatur dalam 

pasal 19 PMA Nomor 19 Tahun 2018, meliputi calon suami, calon istri, 

wali, dua orang saksi, dan ijab qabul. 

Kedua calon pengantin harus hadir dalam akad, apabila calon suami 

tidak dapat menghadiri akad, maka dapat diwakilkan kepada orang lain 

dengan syarat laki-laki, beragama islam, minimal berusia 21 tahun, 

berakal dan juga adil. Jika syarat tersebut dipenuhi maka dia harus 

membuat surat kuasa diatas materai yang diketahui oleh Kepala KUA 

Kecamatan, Penghulu, atau kepala kantor perwakilan Republik Indonesia 

di luar negeri setempat. 

Untuk seseorang yang akan menjadi wali harus memenuhi berbagai 

syarat yaitu laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, dan adil. Wali 

tersebut terdiri atas 2 macam yaitu wali nasab dan wali hakim. Dalam 
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pasal 11 terdapat urutan dari wali nasab, yaitu dari bapak kandung lalu 

ditarik garis ke atas, kemudian saudara laki-laki kandung, saudara laki-

laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki 

dari saudara laki-laki sebapak, paman atau saudara laki-laki bapak 

sebapak seibu, paman sebapak yaitu saudara laki-laki bapak sebapak, anak 

paman sebapak seibu, anak paman sebapak, cucu paman sebapak seibu, 

cucu paman sebapak, paman bapak sebapak seibu, paman bapak sebapak, 

anak paman bapak sebapak seibu, anak paman sebapak bapak, saudara 

laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki sebapak kakek, anak sebapak 

seibu saudara kandung kakek, dan anak saudara laki-laki sebapak kakek. 

Apabila wali nasab tidak dapat hadir maka harus membuat surat 

taukil wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan 2 orang saksi dan 

diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan tempat tinggal wali dan 

selanjutnya dapat diwakilkan kepada kepala KUA Kecamatan, Penghulu, 

P4, atau orang lain yang memenuhi syarat. 

Selain wali nasab, ada juga yang dinamakan wali hakim. Wali hakim 

ini bertindak sebagai wali apabila wali nasab tidak ada, walinya adhal, 

tidak mengetahui keberadaan wali, tidak dapat menghadirkan wali karena 

dalam masa tahanan, dan juga wali nasab tidak beragama Islam. Wali 

hakim ini dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan. 

Dalam rukun nikah juga mengharuskan adanya dua saksi yang hadir 

dalam akad. Akan tetapi untuk menjadi saksi juga harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut, yaitu laki-laki, beragama Islam, baligh, 
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berakal, dan adil. Dan yang terakhir adalah ijab qabul. Ijab dalam akad 

dilakukan oleh wali, sedangkan qabul nya dilakukan oleh calon suami atau 

yang mewakili.  

Untuk penentuan tempat akad dilaksanakan tergantung dari pilihan 

kedua calon mempelai dan juga keluarga. Bisa dilaksanakan di KUA 

Kecamatan pada sehari dan jam kerja, selain itu akad nikah juga dapat 

dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau di luar hari dan jam kerja. 

Akad tersebut dilaksanakan di hadapan kepala KUA Kecamatan atau 

Penghulu yang mewilayahi tempat akad dilaksanakan. Selanjutnya 

peristiwa akad dicatat dalam akta perkawinan oleh Kepala KUA 

Kecamatan yang ditanda tangani oleh suami, istri, wali, saksi, penghulu, 

dan kepala KUA Kecamatan. 

d. Penyerahan buku pencatatan perkawinan 

Setelah akad dilaksanakan, maka akan ada proses penyerahan buku 

pencatatan perkawinan. Jadi pasangan suami istri akan memperoleh buku 

pencatatan perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala KUA 

Kecamatan dan juga kartu perkawinan. 

Mengenai biaya nikah serta hal-hal yang lain dari KUA diatur dalam 

Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar 

Kantor Urusan Agama Kecamatan. 
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Di dalam PMA Nomor 12 Tahun 2016 tersebut memuat mengenai 

jenis tipologi KUA Kecamatan. Tepatnya pada pasal 19 menyebutkan 

bahwa, jenis tipologi KUA Kecamatan dibagi menjadi 5 yaitu : 

a. Tipologi A, yaitu jumlah nikah atau rujuk di atas 100 peristiwa 

perbulan; 

b. Tipologi B, yaitu jumlah nikah atau rujuk antara 50 sampai dengan 

100 perbulan; 

c. Tipologi C, yaitu jumlah nikah atau rujuk di bawah 50 peristiwa 

perbulan; 

d. Tipologi D1, yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di 

daerah terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan daratan; dan 

e. Tipologi D2, yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di 

daerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan. 

Sedangkan mengenai biaya nikah diatur dalam pasal 8 PMA Nomor 

12 Tahun 2016. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa “Catin wajib 

menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke Kas Negara pada Bank/pos 

persepsi Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).” 

Dalam PMA tersebut juga mentur megenai rincian penggunaan PNBP 

biaya NR tersebut, yaitu pada pasal 17. Hal ini berbunyi, Penggunaan 

PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

pembiayaan : 

a. Transport layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk diluar 

kantor; 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39 
 

 
 

b. Honorarium layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk diluar 

kantor; 

c. Honorarium Pengelola PNBP Biaya NR; 

d. Honorarium PPS PNBP Biaya NR; 

e. Kursus Pra nikah; 

f. Supervisi administrasi pada pengelolaan PNBP nikah atau rujuk; 

g. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaksana layanan 

nikah atau rujuk; 

h. Investasi yang berkaitan dengan kegiatan di bidang nikah atau rujuk. 

Jadi, kita sebagai masyarakat mengetahui rincian penggunaan biaya 

yang dikeluarkan dalam proses pendaftaran nikah. 
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BAB III 

PENDAFTARAN KEHENDAK PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN 

RUNGKUT 

 

A. Profil KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya  

1. Letak geografis dan batas wilayah KUA Kecamatan Rungkut Surabaya 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rungkut Kota Surabaya 

adalah merupakan institusi pemerintah di bawah Departemen Agama Kota 

Surabaya yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian 

tugas dan fungsi pemerintah dibidang pembangunan agama di Kecamatan, 

khususnya dibidang urusan agama Islam. 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rungkut Surabaya berdiri 

pada tanggal 1 Oktober 1954 yang pada awalnya merupakan 

pengembangan (pecahan) dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Wonocolo (sebelum tahun 1954). Kemudian pada tahun 1994 pindah ke Jl. 

Rungkut Asri Utara I/04 Surabaya, yang merupakan gedung milik sendiri. 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rungkut mewilayahi 6 

Kelurahan, yaitu: 

1. Kelurahan Rungkut Kidul 

2. Kelurahan Kali Rungkut 

3. Kelurahan Medokan Ayu 

4. Kelurahan Kedung Baruk 

5. Kelurahan Penjaringan Sari 
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6. Kelurahan Wonorejo 

Perkembangan terakhir dari KUA Kecamatan Rungkut seiring 

terbitnya KMA 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah dan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/62/M.PAN/6/2005 

tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, maka KUA 

Kecamatan Rungkut melaksanakan restrukturisasi sesuai acuan peraturan 

tersebut dengan struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala, 1 

dibantu 4 tenaga tata usaha dengan kualifikasi pendidikan dan persyaratan 

lain yang sesuai dengan standar tugasnya masing-masing, serta 1 penyuluh 

agama Islam. Disamping itu, guna memaksimalkan tugas pokok dan fungsi 

KUA Kecamatan, maka masing-masing pegawai KUA Kecamatan Rungkut 

memiliki bidang tugas masing-masing yang terintegrasikan dalam suatu 

prinsip memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat secara 

maksimal, sehingga dengan demikian diharapkan KUA Kecamatan 

Rungkut sebagai salah satu ujung tombak Kantor Kementerian Agama 

Kota Surabaya dapat menjalankan tupoksinya dengan baik dan 

memuaskan. 

Di samping itu, guna menunjang kenyamanan dan kepuasan pelayanan, 

maka KUA Kecamatan Rungkut juga menyediakan berbagai ruangan, yaitu 

: halaman parkir yang luas dan asri, ruang tunggu yang nyaman, ruang 

Kepala KUA, ruang PPAI, balai nikah, ruang staf, gudang, musala, tempat 

parkir dan toilet. Di setiap ruangan dilengkapi dengan berbagai sarana-
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prasarana pendukung guna mempercepat akses dan memberikan pelayanan 

yang cepat dan memuaskan, yaitu; 2 buah Komputer, 1 unit laptop beserta 

2 unit printer beserta satu set kursi tunggu, satu set meja resepsionis, satu 

set almari arsip register nikah dan arsip lain, 6 buah meja kerja beserta 

kursinya, 6 buah kursi tamu untuk pelayanan dan satu set meja dan kursi 

untuk prosesi pernikahan di balai nikah, pesawat telepon, TV, 4 unit AC 

dan beberapa fasilitas lain yang mendukungnya.
1
 

Adapun letak geografis suatu wilayah mempunyai pengaruh yang 

sangat signifikan terhadap kebijakan dan program kerja yang harus 

direncanakan dan dilaksanakan oleh seorang decition maker atau pejabat 

yang memimpin dalam suatu wilayah tersebut, karena itu Alquran 

menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari bersuku-suku 

dan berbangsa-bangsa bukan tanpa maksud dan tujuan, tetapi itu semua 

mengandung suatu nilai transformasi, edukasi dan akulturasi yang 

diharapkan suatu wilayah tertentu dapat menggali potensi yang lebih baik 

dari wilayah lain demi terciptanya kemajuan dalam suatu wilayah tersebut. 

Oleh karena itu, dilihat dari segi geografisnya KUA Kecamatan 

Rungkut terletak di Wilayah Surabaya Timur. 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rungkut terletak di Jl. 

Rungkut Asri Utara I/04 Surabaya dengan batas wilayah sebagai berikut : 

 

                                                           
1
 Laporan PPL KUA Kecamatan Rungkut, KUA Kecamatan Rungkut Surabaya, September 2018. 
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1. Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Sukolilo 

2. Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Gunung Anyar 

3. Sebelah Timur : Selat Madura 

4. Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Tenggilis 

Wilayah Kecamatan Rungkut berpenduduk sekitar 85.080 jiwa dengan 

kondisi sosial ekonomi dan kultural masyarakatnya terbagi dalam beberapa 

kelompok. Seperti pada umumnya masyarakat di Kota Surabaya, penduduk 

di wilayah Kecamatan Rungkut juga sangat majemuk, baik dari segi agama, 

sosial kultural, etnis maupun pekerjaan, sehingga terjadi akulturasi budaya 

antara penduduk asli dan penduduk pendatang. 

Secara sosiologis, masyarakat Kecamatan Rungkut terbagi dalam 

beberapa kelompok strata sosial. Dalam konteks sosial-ekonomi, masyakat 

Kecamatan Rungkut terbagi menjadi tiga golongan, yaitu sebagian kecil 

golongan menengah keatas yang mayoritas bertempat di daerah 

Penjaringan Sari, kelompok kedua merupakan kondisi mayoritas 

masyarakat Kecamatan Rungkut yang berada pada kelas sosial ekonomi 

menengah, yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kelurahan,dan 

kelompok ketiga adalah masyarakat kelas ekonomi bawah yang juga 

merupakan kondisi terbanyak kedua dan hampir merata pada setiap 

Kelurahan. 

Stratifikasi sosial dalam konteks agama, masyarakat Kecamatan 

Rungkut terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu sebagian masyarakat santri 
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yang mempunyai adat istiadat dan budaya sebagaimana prototipe 

masyarakat pondok pada umumnya, kedua masyarakat abangan yang 

melaksanakan tradisi santri yang merupakan kondisi mayoritas masyarakat 

Kecamatan Rungkut, dan kelompok ketiga adalah masyarakat abangan 

yang jauh dari kehidupan agama. Walaupun demikian, kegiatan keagamaan 

di wilayah KUA Rungkut dapat dikatakan semarak, bahkan setiap hari 

besar Islam selalu diadakan pengajian dan kegiatan-kegiatan yang 

berbasiskan agama. 

2. Visi dan Misi KUA 

Secara struktural Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut berada di 

bawah kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota dan secara teknis 

berada di bawah pembinaan seksi urusan Agama Islam. Adapun Visi dan 

Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut Kota Surabaya adalah : 

a. Visi 

“Terwujudnya keluarga sakinah yang didasarkan kepada pernikahan 

yang sah menurut agama dan peraturan perundang-undangan serta 

dicatat di KUA demi terjaminnya keabsahan dan mempunyai kekuatan 

yang tetap” 

b. Misi 

1) Membangun kerjasama pelaksanaan bimbingan melalui sosialisasi 

peraturan-peraturan baik Undang-undang Pernikahan maupun Fikih 

Munakahat dalam upaya meningkatkan wawasan umat Islam 

melalui lembaga-lembaga Islam. 
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2) Mengembangkan pola kedekatan kultural terhadap tokoh agama 

(kiai atau ulama). 

3) Mengupayakan eksitensi pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan 

bidang ibadah sosial, keluarga sakinah dan hukum-hukum Islam. 

4) Mengembangkan sistem dan pola pembinaan dalam upaya 

meningkatkan kualitas penghulu P3N dan staf KUA. 

5) Mengadakan ATK dan pembayaran lainnya yang menunjang 

pelaksanaan tupoksi. 

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya: 

 

 

 

 

 

 

Kepala KUA Kecamatan yang saat ini adalah dijabat oleh Bapak H. 

Sholihuddin, S.Th.I, M.Pd.I. Setiap Kepala KUA Kecamatan memiliki 

tugas-tugas, yaitu Merencanakan dan melaksanakan sebagian tugas 

Departemen Agama dibidang Urusan Agama Islam, mengawasi, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Rungkut kepada Kantor Departemen Agama Kota Surabaya;  

menyusun kegiatan/program kerja KUA Kecamatan Rungkut; 

Kepala KUA 

Penyuluh Agama Islam 
 

Penghulu  Pertama 

Admin KUA 

JFU Keluarga Sakinah JFU Penyediaan Bahan Kepenghuluan 
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melaksanakan tugas sebagai PPN dan kepenghuluan; memberikan 

penyuluhan dan pembinaan kepada pembantu penghulu, P3N (modin) di 

wilayah Kecamatan Rungkut; memberikan bimbingan dan penasehatan 

kepada calon pengantin tentang keluarga sakinah; memberikan Bimbingan 

dan Penasehatan Perkawinan (BP4); melaksanakan tugas sebagai Pejabat 

Pembuat Akte Ikrar Wakaf; penanggung jawab sebagai atasan langsung 

pengelolah dana NR, DIK’S, Bedolan, Operasional pada pembukuan; 

membagi tugas/pekerjaan kepada staf KUA Kecamatan Rungkut dan 

memberikan pengarahan; bekerja sama dengan instansi terkait di lintas 

sektoral di wilayah Kecamatan Rungkut; ikut berperan serta melaksanakan 

pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah kecamatan 

Rungkut; dan juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Kantor Departemen Agama Kota Surabaya. 

Sebagai Kepala KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya tugas dan 

tanggung jawabnya yaitu melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen 

Agama Kota Surabaya khususnya bidang Urusan Agama Islam di wilayah 

Kecamatan Rungkut; bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas KUA 

Kecamatan Rungkut; membantu pelaksanaan tugas pemerintah dibidang 

Agama di Wilayah Kecamatan Rungkut; sebagai atasan 

langsung/penanggung jawab atas pengelolaan dana di KUA Kecamatan 

Rungkut; melaksanakan tugas koordinasi dan kerjasama dengan instansi 

terkait yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan 

Rungkut. 
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Sedangkan sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN), kepala KUA 

Kecamatan memiliki tugas yang berbeda yaitu menerima pemberitahuan 

pelaksanaan nikah dan rujuk; memeriksa, meneliti persyaratan NR calon 

mempelai dan walinya; mendaftar dan mengumumkannya; mengawasi dan 

mencatat pelaksanaan NR baik yang dilaksanakan di kantor maupun di luar 

kantor serta menandatangani Akta Nikah dan Kutipan nikah mengatur 

jadwal pelaksanaan NR; bertindak sebagai wali hakim; mencatat peristiwa 

talak dan cerai setelah menerima keputusan dari pihak Pengadilan Agama; 

mengirim pemberitahuan nikah ke panitera Pengadilan Agama PPN/KUA 

yang mengeluarkan akta cerai; bertanggung jawab atas pelaksanaan 

administrasi NTCR; bertanggung jawab atas penyimpanan buku akta Nikah 

blanko NTCR serta membukukannya kedalam buku stock khusus dan stock 

umum. 

Apabila sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) maka 

tugasnya adalah menerima pemberitahuan kehendak ikrar wakaf; 

mengesahkan nadzir, baik nadzir kelompok, perorangan maupun yang 

berbadan hukum; menerima pelaksanaan ikrar wakaf; Membuat Akta Ikrar 

wakaf (AIW) maupun Akta Pengganti Akta Ikrar wakaf (APAIW); 

membantu sepenuhnya dalam upaya penyelesaian pensertifikatan tanah 

wakaf; menginventarisasi data tanah wakaf baik yang sudah bersertifikat 

maupun masih dalam proses di BPN Kota Surabaya; ikut membantu 

penyelesaian bila terjadi masalah yang berkaitan dengan pensertifikatan 

tanah wakaf. 
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Selain itu, apabila sebagai ketua/penanggung jawab/pengelola dana 

bantuan, BP4, P2A, RTBBP.4 serta penerimaan dan penyetoran Biaya NR 

dan Honorarium P3N maka tugasnya adalah bertanggung jawab atas 

penggunaan keuangan atau penerimaan dan penyetoran keuangan dengan 

petunjuk yang ada; bertanggung jawab atas laporan SPJ Keuangan; serta 

berusaha melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 

peraturan yang ada. 

Pada KUA Kecamatan Rungkut jabatan penghulu pertama dipegang 

oleh Bapak Irfan Hidayatullah, SHI. Penghulu pertama ini memiliki banyak 

tugas, yaitu menyiapkan bahan dan peralatan kerja; mempelajari dan 

meneliti berkas permohonan nikah; melakukan pemeriksaan calon 

pengantin dan mengisi formulir NB; menyiapkan konsep pengumuman 

pernikahan (NC); menyiapkan buku akta nikah; menghadiri pelaksanaan 

akad nikah; menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan pernikahan dan 

bimbingan calon pengantin; menyiapkan rekomendasi pindah nikah untuk 

yang dilaksanakan di luar wilayah Kecamatan Rungkut; menginventaris 

jumlah dan perkembangan masjid, musala dan langgar; mengikuti 

perkembangan pelaksanaan pembangunan tempat ibadah dan penyiaran 

agama; melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan; serta 

melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan. 

Terdapat 2 orang penyuluh agama yang bertugas di KUA Kecamatan 

Rungkut, yaitu Ibu Ulifah S.Ag. dan bapak Abd. Aziz S.Ag. tugas mereka 

adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau 
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penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama; mengolah data 

identifikasi wilayah; menyusun rencana kerja tahunan; menyusun rencana 

kerja operasional; menyusun konsep materi penyuluhan; melaksanakan 

bimbingan/ penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok binaan; 

menyusun laporan bimbingan penyuluhan; melaksanakan konsultasi; 

menjaga kebersihan , ketertiban , keamanan dan kenyamanan kantor; 

melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan. 

JFU Keluarga Sakinah pada KUA Kecamatan Rungkut ditempati oleh 

Ibu Umi Fadlilah, S.Sos. JFU Keluarga sakinah sendiri memiliki berbagai 

macam tugas, yaitu melaksanakan pemeriksaan dan pendaftaran catin; 

memberikan bimbingan calon manten dan pasca manten; memberikan 

bimbingan prosedur pelayanan nikah rujuk; mengerjakan buku ekspedisi 

nikah; membendel berkas pemeriksaan nikah (NB); menulis jadwal 

pelaksanaan nikah; membantu pendistribusian surat-surat dari kankemenag; 

mempersiapkan pelaksanaan nikah kantor; melayani surat rekomendasi nr; 

melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan. 

Sedangkan JFU Penyediaan Bahan Kepenghuluan ini dijabat oleh 

bapak Wagiran S.Sos. Tuugas dari JFU Penyediaan Bahan Kepenghuluan 

adalah Membantu Kepala Kantor Urusan Agama / Penghulu dalam 

menyusun rencana kerja tahunan dan operasional kepenghuluan; melakukan 

pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak 

nikah/ rujuk, memeriksa calon pengantin dan membuat materi 

pengumuman peristiwa NR serta mempublikasikan melalui media; 
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mengelola dan memverifikasi data calon pengantin serta berkas-berkas 

persyaratan NR serta pemantauan pelanggaran ketentuan nikah rujuk; 

menyiapkan bukti pendaftaran nikah; memberikan penasehatan dan 

pembinaan kepada catin pra nikah dan pembinaan keluarga sakinah; 

membuat jadwal pelaksanaan akad nikah dan rujuk baik yang dilaksanakan 

di kantor, di luar kantor pada jam kerja maupun di luar kantor di luar jam 

kerja; mengumpulkan data kasus pernikahan; menyiapkan laporan dana 

operasional kantor, operasional haji, manasik haji dan laporan tahunan; 

membuat dan melayani proses pendaftaran sertifikasi tanah wakaf; 

melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan kemasjidan, zakat, 

wakaf dan ibadah sosial; mencatat, mengagendakan serta melaksanakan 

administrasi kegiatan yangberhubungan dengan kemasjidan, zakat, wakaf 

dan ibadah sosial; mengumpulkan dan menyimpan data kemasjida, zakat, 

wakaf dan ibadah sosial; membantu pelaksanaan administrasi perwakafan 

dengan mengklasifikasi dan mengarsipkan data tanah wakaf berikut 

penggunaannya; melakukan pendataan masjid dan musala / langgar; 

melakukan kerja sama dengan BKMT kecamatan; melaksanakan tugas 

khusus yang diberikan oleh atasan; melaporkan pelaksanaan tugas kepada 

atasan. 

Dan yang terakhir adalah Admin pada KUA Kecamatan Rungkut Kota 

Surabaya dijabat oleh Bapak Fauzan Ahmadi, S.E. tugas-tugas nya adalah 

sebagai berikut, yaitu menertibkan administrasi KUA; membukukan , 

menyimapan dan menertibkan arsip persuratan, mencatat dan 
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mendistribusikan Model NA (Buku nikah) pada buku stock khusus; 

membantu penyelesaian rekomendasi nikah, blanko mahram haji; membuat, 

mengarsip dan meyetorkan laporan bulan pada akhir bulan ke kantor Dep. 

Agama Kota Surabaya c/q seksi urais; menulis buku nikah; melayani 

kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan surat menyurat KUA; 

melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala 

KUA; mengoprasikan SIMKAH; dan juga memelihara kebersihan kantor. 

B. Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan Pendaftaran Kehendak Perkawinan di KUA 

Kecamatan Rungkut Surabaya 

1. Persyaratan Administrasi Pencatatan Perkawinan 

Setiap calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan maka 

harus menyiapkan segala macam berkas yang dibutuhkan, yaitu : 

a. Surat pengantar RT dan RW; 

b. Surat keterangan untuk nikah (N-1); 

c. Foto kopi akta kelahiran, fotokopi KTP, dan fotokopi kartu keluarga; 

d. Mengisi surat keterangan asal-usul calon mempelai dari Kepala 

Desa/Lurah; 

e. Surat persetujuan kedua calon mempelai; 

f. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari Kepala 

Desa/Lurah/Pejabat setingkat (N4); 

g. Surat pernyataan status pernikahan bermaterai 6.000,- mengetahui 

Lurah/Kepala Desa masing-masing; 
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h. Pas foto berukuran 3x4 = 3 lembar dan 4x6 = 1 lembar dengan begron 

biru; 

Maka tata cara yang harus dilakukan oleh kedua calon pengantin 

adalah sebagai yaitu dengan mendatangi ketua RT dan ketua RW untuk 

meminta surat pengantar. Kemudian mendatangi kantor Kepala 

Desa/Kelurahan untuk membuatkan model N1, N2, N3, N4. Apabila salah 

satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun maka 

harus menambahkan N5, yaitu surat izin tertulis dari orang tua atau wali. 

Dan apabila berstatus duda/janda karena ditinggal mati istri/suami maka 

harus menambahkan model N6 yakni surat kematian. 

Setelah semua berkas-berkas terpenuhi maka calon mempelai 

mendatangi KUA Kecamatan untuk mendaftarkan kehendak nikah. Bisa 

juga melalui pembantu penghulu atau mudin pada masing-masing 

kelurahan atau desa, maka petugas tersebut akan menerima pendaftaran 

kehendak nikah, mencatat nya pada buku pendaftaran nikah, dan juga 

menentukan kapan rafa’ akan dilaksanakan. 

Kemudian proses rafa’ akan dilakukan. Rafa’ adalah pemeriksaan 

validitas data agar diketahui ada atau tidaknya halangan untuk menikah 

menurut hukum Islam dan juga kelengkapan persyaratan. Hal ini sangat 

penting karena dapat mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan. 

Proses rafa’ dilakukan oleh PPN atau petugas terhadap calon suami, calon 

istri, dan wali. Hasil pemeriksaan tersebut ditulis dalam Buku Acara 

Pemeriksaan Nikah yang kemudian ditandatangani oleh PPN atau petugas, 
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calon istri, calon suami, dan juga wali nikah. Pemeriksaan ini dibuat dalam 

2 rangkap, pertama untuk KUA yang dilengkapi surat-surat yang 

diperlukan, dan helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang 

bersangkutan. 

Jika calon suami, calon istri, dan wali berada di luar wilayah 

kecamatan tempat akad dilaksanakan, maka pemeriksaan dapat dilakukan 

oleh PPN di wilayah yang bersangkutan, dan wajib mengirimkan hasil 

pemeriksaan kepada PPN wilayah tempat akad dilaksanakan. 

Apabila melalui proses pemeriksaan dinilai tidak ada halangan untuk 

melangsungkan perkawinan, maka pihak KUA akan membuat pengumuman 

kehendak nikah dan ditempelkan pada papan pengumuman yang ada di 

KUA. Dan jika terdapat kekurangan dalam hal pemenuhan persyaratan 

maka PPN harus memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau 

wakinya. 

Setelah semua proses dilalui maka yang terakhir adalah pelaksanaan 

akad nikah. Akad nikah dilaksanakan dihadapan PPN atau Penghulu dan 

Pembantu PPN dari wilayah tempat tinggal calon isteri. Apabila akad nikah 

akan dilaksanakan di luar ketentuan sebagaimana maka calon isteri atau 

walinya harus memberitahukan kepada PPN wilayah tempat tinggal calon 

isteri untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah. Prosesi akad nikah (ijab 

qabul) dapat dilaksanakan dengan menghadirkan kedua calon mempelai, 

wali, dua orang saksi dan penghulu. 
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C. Dasar Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Rungkut terhadap Pendaftaran 

Kehendak Perkawinan di luar wilayah tempat terjadinya peristiwa akad 

dilaksanakan 

Dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 

tetang Pencatatan Perkawinan yang berbunyi “Pendaftaran Kehendak 

Perkawinan dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad dilaksanakan” 
2
sangat 

jelas dapat terlihat, bahwa suatu pendaftaran kehendak perkawinan haruslah 

dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan, bukan 

sesuai dengan domisili tempat tinggal calon istri. 

Berdasarkan aturan tentang pencatatan perkawinan yaitu Peraturan 

Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tetang Pencatatan Perkawinan pasal 3 

ayat (1), sampai saat ini masih banyak yang tidak menerapkan peraturan ini. 

Hal ini disebabkan oleh tidak adanya dampak besar yang akan ditimbulkan 

apabila aturan tersebut tidak ditegakkan. 

Praktik tersebut banyak ditemukan di beberapa Kantor Urusan Agama 

Kecamatan, salah satunya adalah yang saat ini menjadi tempat penelitian bagi 

Peneliti yaitu KUA Kecamatan Rungkut Surabaya. Hal ini dibenarkan oleh 

pihak yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama setempat bahwa tidak 

diterapkannya pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 

2018 tentang Pencatatan Perkawinan.
3
 

                                                           
2
 Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan 

Perkawinan. 
3
 Abd.Aziz, Wawancara,Surabaya, 27 Februari 2019. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Rungkut maka dapat diketahui bahwa banyak penyebab mengapa 

tidak diterapkannya peraturan ini, yaitu4 : 

1. Mampu hadir di tempat akad dilaksanakan 

Jika jarak antara KUA Kecamatan dengan tempat dilaksanakannya 

akad nikah masih bisa ditempuh alias tidak di luar Kota/Kabupaten maka 

Pegawai Pencatat Nikah tetap menerima pendaftaran kehendak 

perkawinan kedua calon pengantin. Apabila tempat pelaksanaan akad 

nikah di luar Kabupaten/Kota tempat domisili calon pengantin maka 

Petugas yang berwenang akan membuatkan surat rekomendasi pindah 

nikah. 

Sebagai contoh, catin perempuan dan laki-laki berdomisili di 

Kecamatan Rungkut, sedangkan akad nikah akan dilaksanakan di sebuah 

hotel yang berada di Kecamatan Sawahan Surabaya, maka Pegawai 

Pencatat Nikah Kecamatan Rungkut tetap menerima pendaftaran 

kehendak nikah keduanya, dan tanpa memberikan surat rekomendasi. 

2. Menambah statistika data pernikahan 

Setiap KUA Kecamatan memiliki statistika data pernikahan, yang 

mana jika banyak pencatatan perkawinan yang dilaksanakan di KUA 

tersebut maka statistika data dari pernikahan tersebut juga akan 

mengalami kenaikan. Hal ini berpengaruh terhadap tipologi KUA 

Kecamatan.  

                                                           
4
 Sholihuddin, Wawancara. Surabaya, 13 Maret 2019. 
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa KUA Kecamatan melakukan praktek 

pemberitahuan kehendak nikah di wilayah tempat tinggal calon istri 

antara lain untuk menaikkan tipologi dari KUA Kecamatan itu sendiri.
5
 

3. Pemakluman Kementerian Agama mengenai hal tersebut 

Kementerian Agama mengetahui praktik ini akan tetapi mereka 

sangat memaklumi dan tidak mempermasalahkan jika terjadi 

penyimpangan terhadap peraturan tersebut. Hal ini dikarenakan, praktik 

ini sudah terjadi di semua lini dan tidak menimbulkan efek yang besar 

bagi pihak manapun. Selain itu, tidak adanya sanksi bagi KUA 

Kecamatan yang menyalahi peraturan tersebut. Dalam hal ini narasumber 

tidak menjelaskan secara rinci Kementerian Agama manakah yang 

dimaksud.
6
 

4. Memburu jasa profesi 

Dengan tidak diterapkannya peraturan ini, maka calon pengantin 

dapat mendaftarkan kehendak pernikahannya di KUA Kecamatan tempat 

ia tinggal. Dengan demikian, calon pengantin haruslah memberikan 

imbalan yang lebih kepada Pegawai Pencatat Nikah guna penyelesaian 

administrasi pencatatan perkawinannya. Besar kecil nya jasa profesi yang 

diterima oleh Pegawai Pencatat Nikah adalah tergantung dari jauh 

dekatnya jarak KUA Kecamatan dengan tempat dilaksanakannya akad 

nikah.
7
 

                                                           
5
 Ibid. 

6
 Ibid. 

7
 Ibid. 
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BAB IV 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN KEPALA KUA 

KECAMATAN RUNGKUT TENTANG PENDAFTARAN KEHENDAK 

PERKAWINAN DI LUAR WILAYAH TEMPAT TERJADINYA PERISTIWA 

AKAD DILAKSANAKAN 

 

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Rungkut Terhadap 

Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Rungkut Tentang Pendaftaran 

Kehendak Perkawinan Di Luar Wilayah Tempat Terjadinya Peristiwa Akad 

Dilaksanakan 

Dari uraian pada bab sebelumnya tentang dasar pertimbangan kepala 

KUA Kecamatan Rungkut terhadap pendaftaran kehendak perkawinan di luar 

wilayah tempat terjadinya peristiwa akad dilaksanakan dan juga melihat dari 

data yang dikumpulkan penulis melalui metode wawancara dengan Kepala 

KUA Kecamatan Rungkut maka dapat diketahui alasan tidak diberlakukannya 

PMA Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 3 tentang Pencatatan Perkawinan, 

berpatokan dengan hal tersebut maka analisis dari penulis adalah setiap 

pertimbanga yang disampaikan oleh narasumber selalu memiliki kelebihan 

serta kekurangan baik untuk masyarakat maupun Pegawai Petugas Pencatat 

itu sendiri. 

Terkait hal ini berikut adalah kelebihan serta kekurangan setiap poin yang 

telah dipaparkan oleh narasumber : poin pertama yaitu mampu hadir nya 

Petugas Pencatat Nikah di wilayah tempat terjadinya peritiwa akad 

dilaksanakan ini memiliki kelebihan serta keurangan. Kelebihan yang dimiliki 

adalah memudahkan masyarakat dalam proses pencatatan perkawinan, selain 
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itu akan memperbaiki pelayanan dari KUA Kecamatan itu sendiri. Di sisi lain, 

pertimbangan ini juga memiliki kekurangan yaitu akan terjadi perebutan 

kewenangan di ranah KUA Kecamatan terkait wewenang dalam 

melaksanakan pendaftaran kehendak perkawinan yang pelaksanaan akad nya 

dilakukan di luar wilayah KUA Kecamatan domisili. 

Poin kedua mengenai dasar pertimbangan Kepala KUA Kecamatan 

Rungkut terkait pendaftaran kehendak perkawinan di luar wilayah tempat 

terjadinya peristiwa akad dilaksanakan adalah dapat bertambahnya statistika 

data pernikahan di KUA Kecamatan, hal inilah yang bisa menaikkan tipologi 

dari KUA Kecamatan sehingga berpengaruh terhadap pendapatan yang 

diperoleh oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pertimbangan tersebut memiliki 

kelebihan yaitu menambah semangat para Pegawai Pencatat Nikah dalam 

melaksanakan tugasnya, karena Pegawai Pencatat Nikah akan mendapatkan 

imbalan yang lebih besar. Tak terpungkiri pertimbangan tersebut juga 

memiliki kekurangan yaitu Pegawai Pencatat Nikah akan lebih banyak 

mengejar rupiah sehingga tidak sesuai dengan slogan dari Kementerian Agama 

yaitu Ikhlas Beramal. 

Dasar pertimbangan berikutnya adalah adanya pemakluman dari 

Kementerian Agama terkait hal ini. Kementerian Agama pun tidak 

memberikan sanksi kepada KUA Kecamatan wilayah domisili calon pengantin 

apabila menerima pendaftaran kehendak perkawinan meskipun pelaksanaan 

akadnya berada di luar wilayah KUA Kecamatan tersebut. Hal ini juga 

memiliki dampak postif atau kelebihan serta dampak negatif atau kekurangan. 
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Kelebihan yang dimiliki adalah KUA Kecamatan domisili calon pengantin 

bebas menerima pendaftaran kehendak perkawinan yang telah telah diajukan, 

maka hal ini sangat mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran 

kehendak perkawinan. Akan tetapi kekurangan yang dimiliki adalah semua 

KUA Kecamatan baik KUA Kecamatan domisili calon pengantin dan KUA 

Kecamatan tempat akad dilaksanakan merasa memiliki hak dan menerima 

pendaftaran kehendak perkawinan sehingga akan menimbulkan kekacauan di 

ranah Kantor Urusan Agama. 

Dasar pertimbangan yang terakhir adalah pemburuan jasa profesi oleh 

Petugas Pencatat Nikah di luar dari gaji yang diperoleh. Dalam hal ini Petugas 

Pencatat Nikah akan mendapatkan imbalan lebih jika menyelesaikan 

pencatatan perkawinan calon pengantin yang jarak antara KUA Kecamatan 

dengan tempat akadnya jauh. Kelebihan yang dimiliki dalam pertimbangan ini 

adalah menambah semangat bagi Pegawai Pencatat Nikah dalam melaksanaan 

tugasnya dan juga tidak lupa memberikan kemudahan bagi calon pengantin. 

Namun kekurangan yang dimiliki adalah tidak adanya patokan khusus jumlah 

yang harus dibayar oleh calon pengantin. Selain itu hal ini tidak dibenarkan 

oleh Undang-undang yang berlaku dan juga bertentangan dengan yang telah 

ditetapkan. 

Dapat disimpulkan dari ke empat pertimbangan Kepala KUA Kecamatan 

Rungkut yang telah dijabarkan di atas bahwa KUA Kecamatan Rungkut tetap 

menerima pendaftaran kehendak perkawinan di luar wilayah tempat terjadinya 
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peristiwa akad dilaksanakan adalah untuk memudahkan setiap pasangan yang 

ingin melakasanakan pernikahan. 

Berikut adalah tabel pengelompokan kelebihan dan kekurangan setiap 

poin pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Rungkut terkait pendaftaran 

kehendak perkawinan di luar wilayah tempat terjadinya peristiwa akad 

dilaksanakan : 

No.  Dasar Pertimbangan Kelebihan  Kekurangan 

1. Mampu hadirnya Pegawai 

Pencatat Nikah di wilayah 

tempat terjadinya peristiwa 

akad dilaksanakan. 

Memudahkan 

masyarakat 

dalam 

pendaftaran 

kehendak 

perkawinan, 

dikarenakan 

hanya perlu 

mendaftarkan 

kehendak 

perkawinannya 

di KUA 

Kecamatan 

tempat tinggal. 

Perebutan 

kewenangan di 

ranah KUA 

Kecamatan 

terkawit 

kewenangan 

dalam menerima 

pendaftaran 

kehendak 

perkawinan yang 

pelaksanaan 

akadnya 

dilakukan di luar 

wilayah KUA 

Kecamatan 

tempat tinggal. 

2. Bertambahnya statistika data 

pernikahan di KUA 

Kecamatan yang bisa 

menaikkan tipologi dari KUA 

Kecamatan tersebut sehingga 

bisa menaikkan pula 

pendapatan yang diterima oleh 

PPN. 

Menambah 

semangat para 

Petugas 

Pencatat Nikah 

dalam 

melaksanakan 

tugasnya karena 

Pegawai 

Pencatat Nikah 

akan 

mendapatkan 

imbalan yang 

lebih besar. 

Pegawai 

Pencatat Nikah 

akan lebih 

banyak mengejar 

rupiah sehingga 

tidak sesuai 

dengan slogan 

dari 

Kementerian 

Agama yaitu 

Ikhlas Beramal. 

3.  Pemakluman dari 

Kementerian Agama terkait 

KUA 

Kecamatan 

KUA 

Kecamatan 
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pendaftaran kehendak 

perkawinan yang tidak sesuai 

dengan peraturan yang berlaku 

tempat tinggal 

calon istri bisa 

menerima 

pendaftaran 

kehendak 

perkawinan 

warganya 

sehingga dapat 

mempermudah 

masyarakat 

dalam 

melaksanakan 

pendaftaran 

kehendak 

perkawinan. 

tempat tinggal 

calon istri 

maupun KUA 

Kecamatan 

tempat akad 

dilaksanakan 

sama-sama 

merasa memiliki 

hak untuk 

menerima 

pendaftaran 

kehendak 

perkawinan 

sehingga akan 

menimbulkan 

kekacauan di 

ranah Kantor 

Urusan Agama. 

4.  Pemburuan jasa profesi oleh 

Petugas Pencatat Nikah di luar 

gaji yang diperoleh. 

Memacu 

semangat dari 

PPN untuk 

menjalankan 

tugasnya 

Tidak ada nya 

patokan khusus 

jumlah yang 

harus dibayar 

oleh calon 

pengantin 

sehingga akan 

menimbulkan 

perbedaan antara 

KUA yang satu 

dengan KUA 

yang lain. 

 

B. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Rungkut 

Tentang Pendaftaran Kehendak Perkawinan Di Luar Wilayah Tempat 

Terjadinya Peristiwa Akad Dilaksanakan 

Sesuai dengan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, dalam kasus 

ini terdapat 2 macam asas, yaitu asas domisili dan asas territorial. Dimana 

asas domisili adalah asas yang menitik beratkan pada tempat tinggal calon 

istri dan asas territorial adalah asas yang menitikberatkan pada tempat akan 

dilangsungkannya akad pernikahan. Dalam hal ini pada pasal 3 ayat 1 PMA 
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Nomor 19 Tahun 2018, menjelaskan bahwa “Pendaftaran kehendak 

perkawinan dilakukan di KUA tempat akad dilaksanakan”. Dari kalimat yang 

tertuang dalam PMA tersebut sudah sangat jelas bahwa PMA tersebut 

menganut asas teritorial dimana menitik beratkan pada tempat terjadinya akad 

pernikahan dalam hal KUA Kecamatan yang berhak untuk menerima 

pendaftaran kehendak nikah.  

Akan tetapi hal ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada KUA 

Kecamatan Rungkut yang dijadikan tempat penelitian oleh Peneliti, yaitu 

KUA Kecamatan akan tetap menerima pendaftaran kehendak pernikahan yang 

dilakukan oleh catin yang berdomisili pada Kecamatan tersebut meskipun 

akad nikah akan dilakukan di Kecamatan yang berbeda. Hal tersebut tidak 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Selain daripada pasal 3 ayat 1 PMA Tahun 2018, dijelaskan pula dalam 

Peraturan Pemerintah Pasal 3 ayat 1 Nomor 9 Tahun 1975 bahwa “Setiap 

orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya 

itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan dilangsungkan.” Terlihat 

dengan jelas bahwa ayat tersebut memiliki kesamaan dengan bunyi pasal 3 

PMA Nomor 19 Tahun 2018. Maka dari itu maksud yang dikandung 

didalamnya pun sama, yaitu calon pengantin hendak lah memberitahukan 

kehendak perkawinannya pada KUA Kecamatan tempat perkawinan akan 

dilangsungkan. 

Sebelum diterbitkan nya PMA Nomor 19 Tahun 2018, Kementerian 

Agama telah menerbitkan PMA Nomor 11 Tahun 2007. Akan tetapi PMA 
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tersebut memiliki perbedaan dalam hal pemberitahuan kehendak nikah. Dalam 

pasal 5 PMA Nomor 11 Tahun 2007 dijelaskan bahwa pemberitahuan 

kehendak nikah disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah 

kecamatan tempat tinggal calon istri. Sangat jelas terlihat pertentangan antara 

keduanya, hal ini menimbulkan polemik baru pada masyarakat maupun pihak 

Kantor Urusan Agama. Selain itu juga menimbulkan sengketa kewenangan 

antara Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal calon istri dengan 

Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat akad dilaksanakan. 

Perlu diketahui, dalam pembentukan dan pemberlakuan hukum asas 

hukum sangat lah penting. Asas hukum merupakan aturan dasar yang melatar 

belakangi terlahirnya sebuah norma hukum konkrit dan juga pelaksanaan 

hukum.
1
 Di Indonesia dalam pembentukan serta penerapan sebuah peraturan 

perundang-undangan harus memegang beberapa asas, pertama, Peraturan yang 

tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah atau disebut Asas Lex 

Superior Derogat Legi Inferior, dalam kasusnya yaitu Jika terjadi 

pertentangan atara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih 

rendah maka yang diutamakan adalah peraturan yang lebih tinggi. Kedua, 

Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, yaitu peraturan yang bersifat 

khusus mengesampingkan peraturan yang lama. Dan yang Ketiga yaitu Asas 

Lex Posterior Derogat Legi Priori merupakan peraturan yang lebih baru 

                                                           
1
 Retno Saraswati, “Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Yustisia Vol.02 No.3 Tahun 2013, 98. 
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mengalahkan peraturan yang lebih lama.
2
 Menurut Hartono Hadisoeprapto, 

yang dimaksud dengan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori adalah undang-

undang yang baru meniadakan undang-undang lama yang mengatur materi 

yang sama.
3
 Asas ini biasanya digunakan dalam hukum nasional maupun 

hukum internasional.
4
 

Dalam kasus terkait pemberitahuan kehendak nikah yang termuat dalam 

PMA Nomor 11 Tahun 2007 serta dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018, penulis 

menarik garis dengan asas yang terakhir yaitu asas Lex Posteriori Derogat Lex 

Priori yaitu peraturan yang lebih baru mengalahkan peraturan yang lebih lama. 

Hal ini dikarenakan hanya pada asas itu yang sesuai dengan praktek ini. 

Dalam hal ini PMA Nomor 19 Tahun 2018 merupakan pembaharuan dari 

PMA Nomor 11 Tahun 2007. Disini sudah terlihat bahwa Peraturan baru 

dalam hal ini adalah PMA Nomor 19 Tahun 2018 mengesampingkan peraturan 

yang lebih lama yaitu PMA Nomor 11 Tahun 2007.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa calon pengantin yang akan melangsungkan 

pernikahan hendaklah mendaftarkan kehendak nikah di wilayah KUA 

Kecamatan tempat akad dilangsungkan. Hal ini sesuai dengan pasal 3 PMA 

Nomor 19 Tahun 2018. Jika yang diterapkan adalah PMA Nomor 11 Tahun 

2007 maka akan terjadi sengketa kewenangan terkait KUA Kecamatan yang 

berhak untuk menerima pendaftaran kehendak perkawinan. 

                                                           
2
 Ferry Irawan Febriansyah, “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia” , 

Perspektif Vol. XXI No. 3 Tahun 2016, 226. 
3
 Wendi & Firman Wijaya, “Penerapan Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori”, Jurnal Hukum 

Adigama, 18. 
4
 Hamdani Ma’akir & Emelia Kontesa, “Inkonsistensi Peraturan Perundang-undangan Dalam  

Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat”, Jurnal Ilmiah KUTEI, 35. 
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Berdasarkan pasal 19 PMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah dan Rujuk di Luar 

Kantor Urusan Agama Kecamatan menjelaskan bahwa jenis tipologi KUA 

Kecamatan dibagi menjadi 5 yaitu tipologi A dengan jumlah nikah atau 

rujuk diatas 100 peristiwa perbulan, tipologi B dengan jumlah nikah atau 

rujuk antara 50 sampai dengan 100 perbulan, tipologi C dengan jumlah nikah 

atau rujuk dibawah 50 peristiwa perbulan, tipologi D1 yaitu KUA 

Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan di 

daerah perbatasan daratan; dan yang terakhir adalah tipologi D2, yaitu KUA 

Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan 

daerah perbatasan kepulauan. 

Dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan mengenai hubungan tinggi 

rendahnya tipologi KUA dengan penghasilan yang didapatkan oleh Pegawai 

Pencatat Nikah. Akan tetapi, sesuai dengan informasi yang didapat oleh 

penulis bahwa tingkat tipologi KUA ini berpengaruh dengan penghasilan 

yang didapatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Tipologi ini sesuai dengan 

jumlah pencatatan pernikahan yang dilakukan di KUA tersebut.  

Dapat disimpulkan bahwa KUA melakukan praktek “pemberitahuan 

kehendak nikah dilakukan di KUA Kecamatan tempat tinggal istri” ini 

bertujuan untuk menaikkan tipologi KUA Kecamatan tersebut. Dengan 

menaiknya tipologi KUA tersebut maka penghasilan yang didapat oleh 

Pegawai Pencatat Nikah pun akan bertambah.  
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Selain itu juga adanya pemakluman dari Kementerian Agama terkait hal 

tersebut, selagi tidak menimbulkan efek yang besar dalam proses pencatatan 

perkawinan. Dalam hal ini, narasumber tidak menyebutkan secara rinci 

Kementrian Agama manakah yang dimaksud.  

Terkait biaya pencatatan nikah, terdapat beberapa regulasi yang 

dikeluarkan oleh pemerintah selama ini. Sebelum dikeluarkannya PMA 

Nomor 12 Tahun 2016 sebagai regulasi baru yang kini diberlakukan, terdapat 

beberapa regulasi sebelumnya yang mengatur tentang pencatatan nikah, 

yaitu UU Nomor 22 Tahun 1946 pasal 1 ayat 4 dijelaskan bahwa “Seorang 

yang nikah, menjatuhkan talak atau merujuk, diwajibkan membayar biaya 

pencatatan yang banyaknya ditetapkan oleh menteri agama” 

Kemudian diperbarui dengan terbitnya PMA Nomor 3 Tahun 1975 pasal 

24 ayat 4 yang menjelaskan bahwa “ongkos PPN yang menghadiri akad 

nikah ditetapkan oleh Kakanwil Depag Provinsi dengan persetujuan 

Gubernur”. Karena dirasa tidak mengikuti perkembangan zaman, maka 

dibuatlah PMA Nomor 2 Tahun 1990 pasal 22 ayat 4 yang berbunyi 

“Honorarium Pembantu PPN, Biaya transport PPN atau pembantu PPN 

untuk menghadiri akad nikah di Balai Nikah dibebankan kepada yang 

bersangkutan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kanwil Depag Provinsi 

atas usul Kepala Bidang Urais dengan persetujuan gubernur Kepala Daerah 

setempat”. Kemudian diperbarui lagi pada PMA Nomor 298 Tahun 2003 

pasal 21 ayat 3 menyebutkan bahwa “Biaya transport PPN atau pembatu 

PPN dalam pelaksanaan nikah diluar balai nikah dibebankan kepada calon 
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pengantin yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kanwil Depag Provinsi atas 

usul Kepala Bidang yang mengurusi tugas Kepenghuluan dengan persetujuan 

Gubernur.” 

Peraturan yang terbaru adalah ada pada pasal 8 PMA Nomor 12 Tahun 

2016. Calon pengantin (catin) yang akan menikah diluar KUA Kecamatan 

maka akan dikenakan biaya sebesar Rp.600.000,-. Dalam hal ini catin 

menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke Kas Negara pada Bank/Pos.  

Penggunaan biaya 600.000 yang dikeluarkan oleh calon pengantin 

meliputi pembiayaan
5
 : 

a) Transport layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk diluar kantor; 

b) Honorarium layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk diluar 

kantor; 

c) Honorarium Pengelola PNBP Biaya NR; 

d) Honorarium PPS PNBP Biaya NR; 

e) Kursus Pra nikah; 

f) Supervisi administrasi pada pengelolaan PNBP nikah atau rujuk; 

g) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaksana layanan 

nikah atau rujuk; 

h) Investasi yang berkaitan dengan kegiatan di bidang nikah atau rujuk. 

Dalam PMA tersebut tepatnya pada ayat 20 juga menjelaskan mengenai 

catin yang akan dikenakan tarif biaya nikah sebesar nol rupiah (Rp0,00). 

Catin yang dikenakan tarif nol rupiah ini adalah catin yang tidak mampu 

                                                           
5
 Pasal 12 PMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas 

Biaya Nikah atau Ruuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan. 
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secara ekonomi dan/atau korban bencana. Dalam hal salah satu catin mampu 

secara ekonomi, maka tarif nol rupiah ini ini tidak dapat diberlakukan. Catin 

harus menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari lurah/kepala desa 

yang diketahui oleh camat/kartu miskin kepada kepala KUA Kecamatan. 

Selanjutnya kepala KUA Kecamatan wajib melakukan dokumentasi dan 

pelaporan data catin tersebut. 

Sedangkan untuk catin korban bencana juga harus memenuhi syarat-

syarat agar biaya nikah nya dikenakan tarif nol rupiah, yaitu bencana yang 

dimaksudkan adalah bencana alam yang menyebabkan catin tidak dapat 

melaksanakan pernikahan secara wajar, dan juga menyerahkan kepada kepala 

KUA Kecamatan surat keterangan dari lurah/kepala desa. 

Dalam pelaksanaannya sesuai dengan informasi yang diberikan oleh 

narasumber, catin dapat dikenakan tarif nol rupiah apabila melakukan akad 

pernikahan di balai nikah KUA Kecamatan, sedangkan catin yang akan 

melaksanakan akad pernikahan diluar balai nikah KUA Kecamatan 

membayar biaya nikah sebesar Rp.600.000,- kepada bank yang telah 

ditunjuk. 

Sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, catin menyetorkan 

Rp.600.000,- tersebut kepada bank yang telah ditunjuk, akan tetapi apabila 

jarak antara KUA Kecamatan dengan tempat dilangsungkannya akad nikah 

dirasa jauh maka catin/keluarga catin akan memberikan tambahan upah 

kepada penghulu. Upah ini diluar dari biaya Rp.600.000,- yang disetorkan 

kepada bank.  
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Sedangkan sesuai dengan yang telah dijabarkan diatas, maka catin hanya 

menyetorkan Rp.600.000,- kepada bank yang ditunjuk sebagai biaya nikah. 

Dan tidak perlu membayar upah sebagai jasa profesi kepada Pegawai 

Pencatat Nikah.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka 

penulis menarik kesimpulan, bahwa : 

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut Surabaya menerima 

pendaftaran kehendak pernikahan yang pelaksanaannya dilakukan 

diluar wilayah KUA Kecamatan Rungkut. Hal ini dilakukan sesuai 

dengan asas domisili, yaitu pendaftaran kehendak nikah dilakukan di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal calon istri, selain 

itu KUA Kecamatan Rungkut melakukan praktek tersebut dengan 

beberapa alasan, yaitu Petugas Pencatat Nikah mampu hadir ditempat 

akad akan dilaksanakan, menambah statistika data pernikahan yang 

akan menaikkan tipologi dari KUA Kecamatan, adanya pemakluman 

dari kementerian agama sekaligus tidak adanya sanksi bagi KUA 

Kecamatan yang menyalahi aturan tersebut, dan juga pemburuan jasa 

profesi bagi Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas. Dan dengan 

pertimbangan tersebut diharapkan mampu mempermudah masyarakat 

terkait pendaftaran kehendak perkawinan. 

2. Setelah dianalisis menggunakan asas pencatatan perkawinan yang 

saat ini berlaku maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut 

dalam melakukan praktek pendaftaran kehendak nikah mengindahkan 
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peraturan yang berlaku, yaitu dalam hal ini pasal 3 ayat 1 Peraturan 

Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 yang berbunyi “Pendaftaran 

kehendak perkawinan dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad 

dilaksanakan”. Kemudian penulis juga menambahkan asas Lex 

Posterior Derogat Legi Priori sebagai penguat berlakunya PMA 

Nomor 19 Tahun 2018 dan tidak diberlakukannya PMA Nomor 11 

Tahun 2007. Mengingat bahwa asas Lex Posterior Derogat Legi 

Priori memiliki arti peraturan yang baru megalahkan peraturan lama 

yang mengatur materi yang sama. Dalam hal ini, penulis memberikan 

analisis dengan menggunakan PMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau 

Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan. 

B. Saran 

Disarankan bagi masyarakat ketika melaksanakan pendaftaran 

kehendak nikah di KUA supaya memperhatikan prosedur dan 

mengikuti aturan  yang berlaku, seperti yang telah tercantum dalam 

PMA Nomor 19 Tahun 2018, atas dasar pertimbangan tersebut maka 

masyarakat (pembaca) dapat melaksanakan kehendak nikah sesuai 

dengan hukum.
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